Menimbang

WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal
18 Agustus 2022;



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Balikpapan.

Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan

daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.741.878.513.256,00

terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan

rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp 3.430.061.889.170,00
b. Belanja Daerah Rp 3.564.670.201.213,00

Defisit (Rp 134.608.312.043,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp 177.208.312.043,00
2. Pengeluaran Rp 42.600.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp  134.608.312.043,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp NIHIL



Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.430.061.889.170,00 (tiga triliun

empat ratus tiga puluh milyar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh

sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

Pasal 4
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp1.084.307.900.872,00 (satu triliun delapan puluh
empat milyar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh
dua rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp870.457.774.744,00 (delapan ratus tujuh puluh milyar empat ratus
lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh
empat rupiah).
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp62.397.099.128,00 (enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan
puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan
rupiah).
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.042.000.000,00 (dua puluh
satu milyar empat puluh dua juta rupiah).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.411.027.000,00 (seratus tiga puluh

milyar empat ratus sebelas juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp2.342.213.988.298,00 (dua triliun tiga ratus empat
puluh dua milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan
ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan



b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.344.475.048,00 (satu triliun delapan
ratus delapan milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
lima ribu empat puluh delapan rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp533.869.513.250,00 (lima ratus tiga puluh tiga
milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu dua

ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.540.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat
puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7
Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp3.564.670.201.213,00 (Tiga triliun lima ratus enam puluh empat milyar enam
ratus tujuh puluh juta dua ratus satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

o

Belanja Tidak Terduga; dan

[oN

. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.428.475.730.970,00 (dua triliun empat ratus dua
puluh delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh
ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang Dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan
d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp992.250.721.239,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua milyar dua
ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh

sembilan rupiah).



(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp1.267.903.439.600,00 (satu triliun dua ratus enam
puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu
enam ratus rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp166.245.070.131,00 (seratus enam puluh enam milyar dua ratus
empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus tiga puluh satu rupiah).

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp2.076.500.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta

lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimalsud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rpl1.114.574.470.243,00 (satu triliun seratus empat
belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu dua
ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp82.214.831.600,00 (delapan puluh dua milyar dua
ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp181.831.608.747,00 (seratus delapan puluh satu
milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu tujuh ratus
empat puluh tujuh rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp315.337.838.564,00 (tiga ratus lima belas
milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima
ratus enam puluh empat rupiah).

(5) Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat () huruf d direncanakan sebesar Rp518.833.881.832,00 (lima ratus
delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan

puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).



(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp15.858.638.000,00 (lima belas milyar delapan ratus
lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp497.671.500,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh

juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp20.120.000.000,00 (dua puluh milyar seratus dua puluh

juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11
Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),

yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 12
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp134.608.312.043,00 (seratus tiga puluh empat milyar enam ratus delapan juta
tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13
Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
a direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar
dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah), yang

terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14
Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf
b direncanakan sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus

juta rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 15
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada pasal 13 direncanakan sebesar Rp177.208.312.043,00 (seratus



tuyjuh puluh tujuh milyar dua ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat

puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja Operasi.

Pasal 16
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 direncanakan
sebesar Rp Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua milyar enam ratus juta rupiah),
yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Pasal 17

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp134.608.312.043,00 (seratus tiga
puluh empat milyar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas ribu empat
puluh tiga rupiah).

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl134.608.312.043,00
(seratus tiga puluh empat milyar enam ratus delapan juta tiga ratus dua belas

ribu empat puluh tiga rupiah).

Pasal 18
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Kota
Balikpapan dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan / atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



Pasal 19

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI
Lampiran XVII

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, Kkegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan
rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara,;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program
Prioritas Daerah;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);

daftar Dana Cadangan; dan

daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 20
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS’UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN... NOMOR...
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH EMMY ROSWITA L. TORUAN
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